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NOTA — DINAS

Kepada . Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui

Plh. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Dari :  Plh. Direktur Produk Hukum Daerah
Tembusan
Tanggal 129 donutyi 024
Nomor P2/ s s\ 4 104
Sifat
Lampiran
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Muna.

Berkenaan dengan surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

100.3.2/449 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Penandatanganan
Rancangan Peraturan Bupati Muna tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024, bersama ini dengan
hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

L

Permohonan Persetujuan tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register
K6KFV1 tanggal 26 Januari 2024.

. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penandatanganan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam
Negeri.

. Mengingat hal tersebut, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memohon persetujuan

bagi Pj. Bupati Muna untuk melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Muna
tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024.

. Pada prinsipnya setelah dilakukan penelahaan/pengkajian dari berbagai aspek, permohonan Pj.

Bupati Muna telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga dapat
diberikan persetujuan untuk penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Muna sebagaimana
dimaksud di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan Kepala Daerah
sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain telah kami

siapkan Net Konsep Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Pj. Bupati Buton untuk mohon perkenan
persetujuan dan tanda tangan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Produk Hukum Daerah,

KASUBDIT WIL I m

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650204 199303 1 001

KASUBBAG TU

KOR. SUB TIM | d")/
JFT/IFU ’1




